GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang L

Mengingat ¥ 1a

NOMOR /& TAHUN 2015

TENTANG

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta
mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2016 sebagai dokumen tahunan
daerah;

bahwa sesuai Pasal 26 ayat (2)_ Undang-Undang

‘Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasioral dan Pasal 129 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah, RKPD Provinsi ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

"Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421); L




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E
Nomor 001, Tambahan Lembaran. Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

.\]

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2016.

- Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.



(2)

(3)

(1)

(2)

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6
(enam) BAB dengan rincian sebagai berikut:

a. BABI Pendahuluan;

b. BABII Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan,

c. BABIIl Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah;

d. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016;

e. BABV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

{. .BABYVI] -Penutup.

Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa ’I‘enggara
Timur Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014.

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman
bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
2015 dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan-dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Pimpinan SKPD wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi
untuk menjaga konsistensi RKPD.

Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wajib disampaikan kepada
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan selanjutnya.

/i




Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal Qo mes 2015 ﬁ

W[GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Diundangkan di Kupang
pada tanggal Zo0 Me+ 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, Nﬂ

v FRANSISKUS SALEM i

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 016



